DOKUMEN PERSANDINGAN PER-03/PJ/2022 & PER-11/PJ/2022

Pasal

Ayat

PER-
03/PJ/2022

PER-
11/PJ/2022

1)

Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a wajib diisi sesuai
denga nama, alamat, dan NPWP yang tercantum dalam surat
pengukuhan PKP yang menyerahkan BKP atau JKP.

Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a wajib diisi sesuai
dengan nama, alamat, dan NPWP yang tercantum dalam surat
pengukuhan PKP yang menyerahkan BKP atau JKP.

()

Identitas Pembeli BKP atau Penerima JKP yang meliputi nama,
alamat, NPWP, NIK, dan nomor paspor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf b wajib diisi sesuai dengan nama, alamat,
NPWP, NIK, dan nomor paspor yang sebenarnya atau
sesungguhnya.

Identitas Pembeli BKP atau Penerima JKP yang meliputi nama,
alamat, NPWP, NIK, dan nomor paspor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf b wajib diisi sesuai dengan nama, alamat,
NPWP, NIK, dan nomor paspor yang sebenarnya atau
sesungguhnya.

3)

Bagi subjek pajak dalam negeri, nama dan alamat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat diisi sesuai dengan nama dan alamat
yang tercantum dalam surat keterangan terdaftar atau suratf]
pengukuhan PKP Pembeli BKP atau Penerima JKP.

Bagi subjek pajak dalam negeri, nama dan alamat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat diisi sesuai dengan nama dan alamat
yang tercantum dalam surat keterangan terdaftar atau surat
pengukuhan PKP Pembeli BKP atau Penerima JKP.

(4)

Dalam hal nama dan/atau alamat yang tercantum dalam surat
keterangan terdaftar atau surat pengukuhan PKP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berbeda dengan nama dan/atau
alamat yang sebenarnya atau sesungguhnya, Wajib Pajak harus
mengajukan permohonan perubahan data berupa nama dan/atau
alamat dalam surat keterangan terdaftar atau surat keterangan
terdaftar dan surat pengukuhan PKP agar sesuai dengan keadaan
yang sebenarnya atau sesungguhnya.

Dalam hal nama dan/atau alamat yang tercantum dalam surat
keterangan terdaftar atau surat pengukuhan PKP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berbeda dengan nama dan/atau
alamat yang sebenarnya atau sesungguhnya, Wajib Pajak harus
mengajukan permohonan perubahan data berupa nama dan/atau
alamat dalam surat keterangan terdaftar atau surat keterangan
terdaftar dan surat pengukuhan PKP agar sesuai dengan keadaan
yang sebenarnya atau sesungguhnya.

()

Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang
mengatur mengenai petunjuk teknis pelaksanaan administrasi
NPWP, Sertifikat Elektronik, dan pengukuhan PKP.

Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang
mengatur mengenai petunjuk teknis pelaksanaan administrasi
NPWP, Sertifikat Elektronik, dan pengukuhan PKP.

(6)

Dalam hal penyerahan BKP dan/ atau JKP dilakukan kepada
Pembeli BKP dan/atau Penerima JKP yang merupakan tempat
dilakukannya pemusatan tempat PPN atau PPN dan PPnBM
terutang, tetapi BKP dan/atau JKP dimaksud dikirim atau
diserahkan ke tempat PPN atau PPN dan PPnBM terutang yang
dipusatkan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

Dalam hal penyerahan BKP dan/atau JKP dilakukan kepada
Pembeli BKP dan/atau Penerima JKP yang melakukan pemusatan
tempat PPN atau PPN dan PPnBM terutang, tetapi BKP dan/atau
JKP dimaksud dikirimkan atau diserahkan ke tempat PPN atau
PPN dan PPnBM terutang yang dipusatkan yang berada di kawasan
tertentu atau tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPN atau PPN
dan PPnBM tidak dipungut, serta penyerahan BKP dan/atau JKP
dimaksud merupakan penyerahan yang mendapat fasilitas PPN
atau PPN dan PPnBM tidak dipungut, berlaku ketentuan sebagai
berikut:

nama dan NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu
nama dan NPWP PKP tempat dilakukannya pemusatan PPN
atau PPN dan PPnBM terutang; dan

a. nama dan NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu
nama dan NPWP PKP tempat dilakukannya pemusatan PPN

atau PPN dan PPnBM terutang; dan

alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu alamat
tempat PPN atau PPN dan PPnBM terutang yang dipusatkan
yang menerima BKP dan/ atau JKP.

alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu alamat
tempat PPN atau PPN dan PPnBM terutang yang dipusatkan
yang menerima BKP dan/atau JKP yang berada dikawasan
tertentu atau tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPN atau
PPN dan PPnBM tidak dipungut dimaksud.

(7)

Pemusatan tempat PPN atau PPN dan PPnBM terutang
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yaitu pemusatan sebagaimana
diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak mengenai tempat]
pendaftaran Wajib Pajak dan pelaku usaha melalui sistem
elektronik dan/atau tempat pelaporan usaha PKP pada kantor
pelayanan pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak Wajib Pajak Besar, kantor pelayanan pajak di lingkungan
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan
Kantor Pelayanan Pajak Madya.

Pemusatan tempat PPN atau PPN dan PPnBM terutang
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yaitu pemusatan sebagaimana
diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak mengenai tempat
pendaftaran Wajib Pajak dan pelaku usaha melalui sistem
elektronik dan/atau tempat pelaporan usaha PKP pada kantor
pelayanan pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak Wajib Pajak Besar, kantor pelayanan pajak di lingkungan
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan
Kantor Pelayanan Pajak Madya.

(7a)

Kawasan tertentu atau tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPN
atau PPN dan PPnBM tidak dipungut sebagaimana dimaksudpadal
ayat (6) yaitu kawasan tertentu atau tempat tertentu sebagaimana
diatur dalam:

a. ketentuan mengenai tempat penimbunan berikat;

b. ketentuan mengenai penyelenggaraan kawasan ekonomi

khusus; dan

ketentuan lain yang mengatur mengenai kegiatan dikawasan
tertentu atau tempat tertentu di dalam daerah pabean yang
mendapat fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut.

(8)

Contoh pencantuman alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) serta pencantuman nama, alamat, dan NPWP
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran
huruf A angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Direktur Jenderal ini.

Contoh pencantuman alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) serta pencantuman nama, alamat, dan NPWP|
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran
huruf A angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Direktur Jenderal ini.
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37 |

e-Faktur yang telah diunggah (di-upload ) ke Direktorat Jenderal Pajak
dengan menggunakan aplikasi e-Faktur dan telah memperoleh
persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (1) merupakan Faktur Pajak yang dibuat oleh
PKP.

e -Faktur yang telah diunggah (di-upload ) ke Direktorat Jenderal
Pajak dengan menggunakan aplikasi e -Faktur dan telah
memperoleh  persetujuan dari  Direktorat Jenderal Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) merupakan Faktur
Pajak yang dibuat oleh PKP.

)

PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) atau dokumen tertentu yang kedudukannya
dipersamakan dengan Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam
Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang PPN merupakan Pajak Masukan
yang dapat dikreditkan oleh PKP Pembeli BKP atau Penerima JKP
sepanjang PPN dimaksud:

PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) atau dokumen tertentu yang kedudukannya
dipersamakan dengan Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam
Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang PPN merupakan Pajak Masukan
yang dapat dikreditkan oleh PKP Pembeli BKP atau Penerima JKP
sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan Pajak Masukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan.

bukan merupakan PPN atas pengeluaran sebagaimana diatur
dalam Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang PPN; dan

dihapus

tercantum dalam Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan
formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat( 1) dan
persyaratan material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
ayat (2).

dihapus

)

Pengkreditan Pajak Masukan oleh PKP Pembeli BKP atau
Penerima JKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
tergantung pada pelaporan Faktur Pajak atau dokumen tertentu
yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dalam SPT
Masa PPN PKP yang membuat Faktur Pajak atau dokumen tertentu
yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dimaksud.

Pengkreditan Pajak Masukan oleh PKP Pembeli BKP atau
Penerima JKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
tergantung pada pelaporan Faktur Pajak atau dokumen tertentu
yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dalam SPT
Masa PPN PKP yang membuat Faktur Pajak atau dokumen tertentu
yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dimaksud.

38A| (1)

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Faktur
Pajak yang dibuat sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan
sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini yang:

a. dibuat untuk penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pembeli
BKP dan/atau Penerima JKP yang melakukan pemusatan
tempat PPN atau PPN dan PPnBM terutang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) Peraturan Direktur Jenderal
Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak, tetapi BKP
dan/atau JKP dimaksud dikirimkan atau diserahkan ketempat
PPN atau PPN dan PPnBM terutang yang dipusatkan yang

berada:

1. dikawasan tertentu atau tempat tertentu yang mendapat
fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut, dan
penyerahan BKP dan/atau JKP dimaksud merupakan
penyerahan yang tidak mendapat fasilitas PPN atau PPN dan
PPnBM tidak dipungut; atau

2. selain di kawasan tertentu atau tempat tertentu yang
mendapat fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut;
dan

mencantumkan keterangan berupa identitas Pembeli BKP atau
Penerima JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)
atau ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
03/PJ/2022tentang Faktur Pajak,

merupakan Faktur Pajak yang memenuhi ketentuan pengisian
keterangan berupa identitas Pembeli BKP atau Penerima JKP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak.

)

Kawasan tertentu atau tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPN
atau PPN dan PPnBM tidak dipungut sebagaimana dimaksudpadal
ayat (1) yaitu kawasan tertentu atau tempat tertentu sebagaimana
diatur dalam:

a. ketentuan mengenai tempat penimbunan berikat;

b. ketentuan mengenai penyelenggaraan kawasan ekonomi

khusus;dan

ketentuan lain yang mengatur mengenai kegiatan di kawasan
tertentu atau tempat tertentu di dalam daerah pabean yang
mendapat fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut.

©)

PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan
oleh PKP Pembeli BKP atau Penerima JKP sepanjang memenuhi
ketentuan pengkreditan Pajak Masukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan.

KETERANGAN : Warna Hijau merupakan Perubahan/Penambahan
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